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ABSTRAK

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI
PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A MEDAN
(Studi Kasus Putusan No.39/G/2011/PHI Mdn)
OLEH
OVIE VELLYCIA HARAHAP
NPM : 08 840 081
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah perihal
keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial dalam kaitannya dengan penyelesaian
perselisthan hubungan industrial dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan
Hubungan Industrial Medan. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana cara
penyelesaian perselisihan  hubungan industiial melalui Pengadilan  Hubungan
industrial di Pengadilan Negeit Kelas 1 A Medan dan bagaimana hambaian-hambatan
dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan
Negeri Kelas i A Medan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan
khususnya pada Pengadilan Hubungan Iudustrial Medan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah cara penyelesaian perselisihan lembaga
industrial melalul Pengadilan Hubungan industrial di Pengadilan Negeri Kelas T A
Medan adalah dengan adanya gugatan pekerja/serikat pekerja. Gugatan perselisihan
hubungan industrial dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN
yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Gugatan tersebut
dapat diajukan setelah cara penyelesaian di luar pengadilan (out of court) seperti
mediasi, konsiliasi dan arbitrase tidak menyelesaikan perselisihan industrial.
Hambatan pelaksanaan penyelesaian perselisihan  hubungan industrial pada
Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas | A Medan adalah
perkara yang didomirasi oleh perkara pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Keadaan ini disebabkan sulitnya pekerja sebagat pihak yang berpekara mengajukan
pembuktian apabila mengajukan sengketa ke Pengadiian Industrial di luar sengketa
pnemutusan hubungan kerja.

Penelitian ini menyarankan kepada instansi pengadilan hendaknya dapat
menghilangkan pelaksanaan kutipan biaya untuk beracara di luar yang ditetapkan
oleh Undang-undang khususnya dalam Pengadilan Khusus Peradilan Hubungan
Industrial. Kepada para hakim yang memutus perkara perselisihan hubungan
industrial hendaknya dapat melakukan tugasnya secara lebih manusiawi dengan
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BAB I

PENDAHULUAN

Penyelesaian perselisihan perburuhan atau perselisihan hubungan
industrial melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), belum dapat
memenuhi keadilan dari pihak pekerja. Hal tersebut dikarenakan P4D dan P4P
merupakan lembaga yang dibentuk oleh Departemen Tenaga Kerja dan

i}

Transmigrasi {Depnakertrans). wakertrans  merupaken lembaga  eksekutif

schingga dengan demikian P4D dan P4P sebagar bagian dari Depnakersirans
melaksanakan sebagian tugas dan tungsi lembaga yudikatif {peradilan).

Berdasarkan keadaan tersebut dan sesuai dengan era reformasi yang
semakin berkembang dewasa ini yang pada dasarnya menghasilkan suatu evaluasi
terhadap keberadaan P4D dan P4P dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka diterbitkanlah Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
yang pada dasarnya mengembalikan fungsi peradilan sebagai lembaga yudikatif
vang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam
bidang ketenagakerjaan.

Keberadaan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 merupakan amanat dari

UNIVERSEEAS MEDAN AREAcgakeriaan yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003
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tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 menagatur hal-hal baru, dimana salah
satunya yang terpenting adalah dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial.
Sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Pengadilan hubungan industrial ini harus sudah terbentuk pada tanggal 14 Januari
2005.

Sebagai suatu Pengadilan khusus dalam lingkungan Pengadilan Umum
maka keberadaan Pengadilan Hubungan Industriai dalam prakteknya tentunya
memiliki kendala dan juga hambatan sarana prasarana dalam memberikan
pelayanan hukum di bidang perselisthan perburuhan. Berdasarkan keadaan
tersebut pada tanggal 3 Agustus 2005 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang
No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang No. 1 Tahun 2605 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-
undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
menjadi Undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka meskipun membawa perubahan dalam
kajian hukum ketenagakerjaan maka keberadaan Pengadilan Khusus Hubungan
Industrial juga masih dalam kondisi vang perlu diperbaiki. Keadaan-keadaan
ini tentunya juga menjadi hambatan dalam praktek Pengadilan Hubungan
Industrial. Belum lagi masalah perkara hubungan kerja yang menunggak sebeluin

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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PerselisihanPerburuhan Pusat atau daerah, tentunya memiliki potensi besar dalam
awal-awal berdirinya Pengadilan Hubungan Industrial.

Berdasarkan wuraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk
mengetengahkan pembahasan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri Klas 1 A Medan”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul
Adapun jucul vang diberikan dalam penelitian ini adalan “Penyvelesaian

T

Perselisihan Hubungan Indusirial D Pengadilan Wegeri Klas 1 A Medan (Studi
Kasus Putusan No.39/G/2011/PHI Mdnr)™.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul vang
diajukan, maka berikut ini akan diuraikan pengertian atas judu! tersebut:
- Penyelesaian adalah ikhwal tentang sesuatu hal atau pekerjaan yang telah
diselesaikan.'
Perselisihan  Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat van
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha

dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak,

kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara Serikat

UNIVERSITAS(’M&RM:AREA&MI] Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
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Pekerja/Serikat Buruh dalam suatu perusahaan.”

Jenis PHI meliputi :

[—

Perselisihan Hak.
2. Perselisihan kepentingan.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja.

I

4. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu
perusahaan.3
Pada adalah kata sambung untuk menjelaskan kata berikutnya.
Pengadilan Hubungan industrial adalah Pengadilan kihusus yang berada pada
Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi penclitian.
Berdasarkan pengertian di atas maka penegasan vang dapat diberikan atas
judul yang diajukan adaiah perihal keberadaan Pengadilan Hubungan Indusirial
dalam Kkaitannya dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan

mengadakan penelitian pada Pengadilan Hubungan Industrial Medan.

’Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hubungan Pekerja dengan pengusaha, pelengkap Sistem
Hubungan Industrial Syariah, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat fak. Hukum USU,

UNIVEﬁﬁTB’X?ﬂﬁQlﬁR&%EA
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B. Alasan Pemilihan Judul
Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:
1. Untuk mengetahui cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui

Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan.

[S9]

Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas 1
A Medan.
{. Permasalaban

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa perrnasalahan vang akan
menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :
1. Bagaimana cara penyelesaian perselisthan hubungan industriai melalui
Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan?

Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan

_K‘J

hubungan industrial di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan?

D. Hipotesis

Hipotesa adalah anggapan dasar atau dugaan sementara yang kebenarannya
masih belum tentu dipastikan secara tepat dan pertu dibuktikan melalui suatu
penelitian.

. Cara penyelesaian perselisihan lembaga industrial melalui Pengadilan

UNIVERSEEAS MERAN ARSEAa1 di Pengadilan Negeri Kelas | A Medan adalah dengan
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o

3.

adanya gugatan pekerja/serikat pekerja. Gugatan perselisihan hubungan
industrial dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN
yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Gugatan
tersebut dapat diajukan setelah cara penyelesaian di luar pengadilan (out of
court) seperti mediasi, bipartit dan tripartit tidak menyelesaikan perselisihan
industrial.

Hambatan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada
Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan adalah
perkara yang didominasi eleli perkara pemuiusan hubungan kKerja secara
sepihak. Keadaani ini disebabkan suliinya pekerja sebagai pihak yang
berpekara mengajukan pembuktian apabila mengajukan sengketa ke

Pengadilan Industrial di luar sengketa pemutusan hubungan kertja.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah :

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukumi pada Fakultas
Hukum Universitas Medan Area.

Untuk mengetahui akan proses pemeriksaan perselisihan hubungan industrial
di Pengadilan Hubungan Industrial.

Dengan adanya tulisan ini diharapkan akan menambah wawasan penulis

UNIVERS%MW&RMMHM dengan perselisihan hubungan industrial
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F. Metode Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis
mempergunakan 2 (dua) metode :

L. Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan melakukan
penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum,
pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.

2. Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu dengan melakukan ke lapangan,
dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan
Hubungan Indutrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data

sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi
ini, Penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terbagi
dalam sub-sub bab, yang antara lain :
BABI : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar daripada
pembahasan ini yang berisikan Penegasan dan Pengertian judul,
Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Maksud dan

Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika
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BAB II

BAB lII

BAB IV :

BAB YV

TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN KERJA

Daltam bab ini akan diuraikan tentang : Sejarah Hukum Perburuhan,
Pengertian Majikan, Pengertian Hubungan Industrial serta Perjanjian

Kerja.

: TINJAUAN TENTANG PENGADILAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Perselisithan Hubungan
Industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
o

Kedudukan dan Fungsi Pengadiian Hubungan Industrial serta Upaya

Hukum.

PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL

Dalam bab ini diuraikan tentang : Cara Penyelesaian Perselisihan
Lembaga Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Di
Pengadilan Negeri Medan, Hambatan Pelaksanaan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan
Industrial Di Pengadilan Negeri Medan, Kasus dan Tanggapan

Kasus.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN KERJA

A.Sejarah Hukum Perburuban

Sejarah Perburuhan di Indonesia secara garis besar dibedakan menjadi dua

periode yaitu:

1. Periode sebelum Proklamasi Kemerdekaan

Pericde sebelum kemerdekaan diwarnai dengan masa-masa yang suram

PO ST
an. rodi gan poenale

bagi riwayat Hukum Perburuhian yakni zaman perbuc

o

sanksi. Perbudakan iaiah suatu peristiwa dimana seseorang yang disebut budak
melakukan pekeriaan di bawah pimpinan orang lain. Para budak tidak mempunyai
hak apapun termasuk hak atas kehidupannya, ia hanya memiliki kewajiban untuk

melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya.

Terjadinya perbudakan pada waktu itu disebabkan karena para raja,
pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan orang yang dapat
mengabdi kepadanya, sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan
secara ekonomis saat itu cukup banyak yang disebabkan rendahnya kualitas
sumber daya manusia, dan inilah yang mendorong perbudakan tumbuh subur.
Selain perbudakan dikenal juga istilah perhambaan dan peruluran. Perhambaan

terjadi bila seseorang penerima gadai menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain

UNIVERBITASMERANARERian pinjaman sejumlah uvang kepada seseorang pemberi
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gadai. Pemberi gadai mendapatkan hak untuk meminta dari orang yang digadaikan
agar melakukan pekerjaan untuk dirinya sampai uang pinjamannya lunas.
Pekerjaan yang dilakukan bukan untuk mencicil utang pokok tapi untuk

kepentingan pembayaran bunga.

Pelururan adalah keterikatan seseorang untuk menanam tanaman tertentu
pada kebun/ladang dan harus dijual hasilnya kepada Kompeni. Selama
mengerjakan kebun/ladang tersebut ia dianggap sebagai pemiliknya, sedangkan

bila meninggalkannya maka ia kehilangan hak atas kebun tersebut.

Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan
pihak penguasa atau pihak lain dengan tanpa pemberian upah, dilakukan diluar
batas perikemanusiaan. Pada kerajaan-kerajaan di Jawa rodi dilakukan untuk
kepentingan raja dan anggota keluarganya. para pembesar, serta kepentingan

umum seperti pembuatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan sebagainya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa riwayat timbulnya hubungan
perburuhan itu dimulai dari peristiwa pahit vakni penindasan dan perlakuan di luar
batas kemanusiaan vang dilakukan oleh orang maupun penguasa pada saat itu.
Para buak/pekerja tidak diberikan hak apapun yang ia miliki hanyalah kewajiban
untuk mentaati perintah dari majikan atau tuannya. Nasib para budak/pekerja
hanya dijadikan barang atau obyek yang kehilangan hak kodratinya sebagai

manusia.
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©

digaris depan yang membuat Kesepakatan Kerja Bersama dengan pihak

perusahaan.
Pemberdayaan pekerja dan pengusaha

Pekerja perlu diberdayakan sehingga mengetahui hak dan kewajibannya sesuai
dengan ketentuan hukum termasuk penyadaran pekerja sebagai sarana
memperjuangkan hak dan kepentingannya, karena itu tidak ada pilihan lain
untuk meningkatkan “bergaining positionnya” kecuali dengan memperkuat

organisasi buruh/pekeiia.
Penegakan hukum (/iw enforcement)

Penegakan hukum sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya
kemanraatan (doelmatigheid) dari aturan itu, tanpa penegakan hukum yang
tegas maka aturan normatif tersebut tidak akan berarti, lebih-lebih dalam
bidang perburuhan/ketenagakerjaan yang didatamnya terdiri dari dua subyek
hukum yang berbeda secara sosial ekonomi, karena itu pthak
majikan/pengusaha cenderung tidak konsekuen melaksanakan ketentuan

perburihan  karena dirinya berada pada pihak yang memberi

pekerjaan/bermodal.

B. Pengertian Majikan

UNIVERSFFA%%]@]]%XWEA%E}] orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
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badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan).
Adanya istilah perseorangan dalam pengertian pemberi kerja oleh Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 ini tampaknya memberikan nuansa baru dalam
ketenagakerjaan. Nuansa baru tersebut akan mencakup ibu rumah tangga dalam
istilah pemberi kerja, sehingga pembantu rumah tangga (PRT) yang
dipekerjakannya harusieah mendapatkan perlindungan sesuvai ketentuan undnag-
undang ketenagakerjaan.”
Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2003
tentang Ketenakerjaan khususnya pada angka S terlihat bahwa pengusaha adalah:
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang inenjalankan suatu
perusshaan milik sendiri.

b. Orang perseorangan. persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

¢. Orang perseorangan, persekutuan. atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam hurui’ a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Lalu Husni memberikan definisi pengusaha menunjuk pada orangnva

e S ARy Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang flubsergaescdicrisy Baja
sEpERRA pepe Hndangsndan® 007, hal. 29.
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sedangkan perusahaan menunjuk pada bentuk usaha atau organnnya.’

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa majikan ialah
pengusaha sesuatu perusahaan atau orang yang memberi pekerjaan.®

Dalam pengertian pengusaha ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus
perusahaan (orang yang menjalankan perusahaan bukan miliknya) termasuk
dalam pengertian pengusaha, artinya pengurus perusahaan disamakan dengan
pengusaha (orang/pemilik perusahaan). Lalu bagaimana hubungan hukum antara
pengurus perusahaan dengan pemilik perusahaan tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, periu sedikit dilihat teori-teori vang

terdapat dalam Hukum Dagang. Di dalam bukunya HMN Purwosutjipto

disebutkan “adanya pembantu-pembantu dalam perusahaan. Di antara pembantu-
pembantu dalam perusahaan ini ada yang disebut pimpinan perusahaan {(manajer}.
yaitu pemegang kuasa pertama dari pengusaha perusahaan”.’

Menurut Zaeni Asyhadie. orang yang menjalankan sendiri perusahaan
yang bukan miliknya menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang-Undang No. 13
Tahun 2003 di atas adalah sama dengan pimpinan perusahaan yang dimaksudkan
oleh HMN Purwosutjipto. Menurut beliau sifat hubungan hukum yang terjadi

antara pemilik perusahaan dengan pengurus (pimpinan perusahaan) adalah

L alu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

........................ 41 me.t C.]]_dlk%g'm Nasional, Op.Cit, hal. 191,
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C.Pengertian Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut
atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan.
Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan
langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping
itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor
produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat
konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah juga
mempunyst kepentingan langsung dao tidak langsung atas pertumbuhan
perusahaan, antara lain sebagai sumber pererimaan pajak. fadi hubungan
industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut.
Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara
manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationship.

Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua
unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian,

hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip berikut ini:

it

Pengusaha dan pekerja. demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan
perusahaan.

2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.
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ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurut
ketentuan, Perundingan pembuatan PKB berituinya dapat dimulai paling cepat 3
(tiga) bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku. Dalam hal
perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang berlaku tetap
berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun. Sehingga dengan demikian proses
pembuatan PKB tidak memakan waktu lama dan berlarut-larut sampai terjadi
kebuntuan (dead /ock) yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.
Perundingan Kolektif adalah suatu proses dimana para wakil dua kelompok
{pihak karvawan yang diwakiii oleh serikat pekerja dan pthak manajemen)
bertemu dan merundingkan perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak

diwaktu yang akan datang.

Tujuan perundingan kolektif adalah untuk menyusun suatu perjanjian
kerja. Perjanjian kerja ( labour agreement) menguraikan berbagai hak, kewajiban,

dan tanggung jawab manajemen, karyawan secara individu, dan serikat pekerja.
Proses perundingan kolektif:
1. Tahap persiapan:
a. Memonitor lingkungan kerja
b. Menyusun rencana perundingan
¢. Membentuk tim perunding

UNIVERSITAS MEDAN AREA

............. -4 eroleh persetujucm mancucmen pumak Document Accepted 12/7/24
© Hak Cipta Di Lmdungl ndang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin U“KEEEE‘S%M&?’(‘P@SE%MW uma.acid)12/7/24



Ovie VellyciaHarahap - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin U“KEEEE‘S%M&?’(‘P@SE‘&QW uma.acid)12/7/24



Ovie Vellycia Harahap - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri.... 22

buruh mengikatkan  diri  untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan

majikan. Di dalam Hukur: Perburuhan di Indonesia ada beberapa peraturan yang

mengatur perjanjian kerja antara lain dikemukakan seperti di bawah ini:

1. Pasal 1601 a dan Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh
mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain majikan selama suatu
waktu tertentu dengan menerima upah (Pasal 1601 a KUH Perdata).

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakeraan., Undang-Undang ini adaiah undang-undang barn di hidang
ketenagakerjaan yang mencabut semua peraturan tentang ketenagakerjaan.
Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2003 dan
dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2063 No. 39.
Dalam Pasal 1 {(i4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan perjanjian
kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Bagi perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang terteniu. fadi dapat
dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau secara

tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak."?

|

--hman-soepome. Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, 1987, hal. 55
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rundingan tidak mencapai kesepakatan maka perundingan bipartit dianggap gagal,
maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada
instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan risalah/bukti perundingan.

Setelah menerima bukti-bukti pencatatan secara lengkap, instansi
ketenagakerjaan wajib menawarkan kepada pihak-pihak untuk memilih
penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase, suatu badan independen di luar
instansi ketenagakerjaan yang terdaftar dan ditetapkan oleh Menteri Tenaga kerja
dan Transmigrasi. Dalam hal para pihak yang berselisih tidak menetapkan pilihan
penvelesaian melalui konsiliast atau  arbifrase maka sebelum  diajukan ke
Penigadilan  Hubungan Industrial, instansi  ketenagakerjaan menyerahkan
perkaranya kepada mediator yang berada di setiap kantor ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota dan diupayakan dapat selesai di tingkat mediator untuk
menghindari menumpuknya perkara di Pengadilan Hubungan Industrial. Bila
tercapai kesepakatan inelalui mediasi dibuat Perjanjian Bersama disaksikan
mediator dan didattarkan ke Pengadilan Negeri untuk membuat anjuran tertulis
kepada pihak-pihak untuk dijawab, anjuran diterima atau ditolak, bila ditolak para
pihak dapat melanjuikan ke Pengadiian Negeri.

Putusan Pengadilan Negeri, khusus mengenai perkara perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar SP/SB merupakan putusan akhir dan bersitat
tetap. Sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan PHK mempunyai
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LLembaga Bipartie adalah suatu bentuk perundingan antara pekerja/buruh
atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial. Penyelesaian secara musyawarah ini juga diamanatkan oleh Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam Pasal 136 ayat
(1) yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib
dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh secara
amusyawarah untuk mufakat. Dan dalam ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal
penyelesaian secara muswarah untuk mutakat tidak tercapai. maka pengusaha dan
pekerja/buruh  atau serikat pekerja/serikat buruh menvelesaikan perselisthan
hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisthan hubungan
industrial yang diatur dengan undang-undang.

Lembaga bipartit terdiri dari wakil pengusaha dan wakii pekerja dan atau
serikat pekerja. Bila dalam perusahaan belum terbentuk serikat pekerja, wakil
pekerja di Lembaga Bipartit dipilih mewakili unit-unit kerja dan atau kelompok
profesi. Bila terdapat lebih dari satu serikat pekerja, wakil mereka di Lembaga
Bipartit ditetapkan secara proporsional.

Semua jenis perselisihan diupayakan diselesaikan di Lembaga Bipartit.
Kesepakatan atau kompromi yang di Lembaga Bipartit dirumuskan dalam bentuk
Persetuluan Bersama dan ditandatangani oleh para pihak yang berselisih. Bila satu
pihak tidak melaksanakan Persetujuan Bersama tersebut, pihak yang dirugikan
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Pengadilan Negeri setempat tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang. o

Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang serikat-
serikat pekerja di satu perusahaan dapat membentuk Forum Komunikasi Antar
Serikat Pekerja. Penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja dianjurkan
dilakukan secara bipartit dalam forum ini bila mereka enggan menyelesaikannya
di Lembaga Bipartit yang telah ada.

Penyelesaian secara bipartit ini waiib dilaksanakan dan dibuat risalah yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Proses bipartit ini harus selesai dalam
waktu 30 hari, dan jika melewati 30 hari salah satu pihak menolak untuk
berunding atau perundingan tidak imencapai kesepakatan. maka perundingan
bipartit dianggap gagal. Jika perundingan mencapai kesepakatan, maka dibuat
perjanjian bersama yang mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak. Perjanjian
bersama tersebut harus didattarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri di wilayah para pihak yvang mengadakan perjanjian bersama
dan jika tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan
dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial

pada pengadilan negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftarkan.

2. Mediasi oleh Mediator

L Hsni remefeaq '(01 Yerselisian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar
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Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah
penyelesaian perselisihan hak, perseliéihan kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam
satu perusahaan melalui muswarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih
mediator yang netral. Jadi mediasi ini merupakan lembaga yang berwenang
menyelesaikan segala jenis perselisihan. Penyelesaian perselisihan melalui
mediasi ini dilakukan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau dengan
kata lain vang menjadi mediator adalah pegawai Dinas Tenaga Kerja.

Pada instansi Pemerintah vang berianggungjawab di bidang ketenagakeriaan
diangkat beberapa orang pegawai sebagai mediator yang berfungsi melakukan
mediasi menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dengan pekeria.

Perbedaannya dengan UU No. 22 Tahun 1957 adalah jika sebelumnyva setiap
perselisihan wajib melalui proses perantaraan (mediasi) terlebih dahulu, maka
berdasarkan UU PPHI (selain perselisihan hak), pihak dinas tenaga kerja terlebih
dahulu menawarkan kepada para pihak untuk dapat memilih konsiliasi atau
arbitrase (tidak langsung melakukan mediasi). jika para pihak tidak menetapkan
pilihan melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 {tujuh) hari, maka
penyelesaian kasus akan dilimpahkan kepada mediator.

Atas kesepakatan bersama, pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja
memilih seorang mediator dari daftar nama mediator yang tersedia di Kantor
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membantu menyelesaikan perselisihan mereka.”’

Dalam 7 hari setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan,
mediator sudah harus  mempelajari dan menghimpun informasi yang
diperlukan, kemudian segera paling lambat pada hari kedelapan mengadakan
pertemuan atau sidang mediasi. Untuk itu, mediator dapat memanggil saksi dan
atau saksi ahli.

Bila pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja mencapai kesepakatan,
kesepakatan tersebut dirumuskan dalam Persetujuan Bersama yang ditandatangani
oleh para pihak yvang berselisih diketahui oleh mediator.

Bila pengusaha dan atau pekerja tidak mencapai kesepakatan, dalam paling
lama 14 hari setelah sidang mediasi pertama, mediator harus sudali membuat
anjuran tertulis kepada pihak-pihak yang berselisih. Kemudian dalam 14 hari
setelah menerima anjuran tertulis tersebut, para pihak yang berselisih harus sudah
menyampaikan pendapat secara tertulis kepada mediator menyatakan menyetujui
atau menolaknya.

Bila pihak-pihak yang berselisih menerima anjuran mediator, kesepakatan
tersebut  dirumuskan  dalam  Persetujuan  Bersama. Bila anjuran tertulis
ditolak, maka pihak yang menolak mengajukan gugatan kepada Pengadilan PHI
setempat. Untuk itu mediator menyelesaikan dokumen yang diperlukan dalam 5
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hari kerja.

Dengan demikian seluruh proses mediasi diselesaikan paling lama dalam 40
hari kerja.

Telah dijelaskan sebelumnya dalam perundingan bipartit, jika para pihak gagal
menyelesaikannya secara bipartit maka para pihak harus mencatatkan hal tersebut
dan kemudian instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih

penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.

3. Konstliasi oleh Konsiliator

Konsiliator adalah anggota masyarakat yang telah berpengalaman di
bidang hubungan industrial dan menguasal peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri melakukan konsiliasi dan anjuran
tertulis kepada pengusaha dan pekerja atav serikat pekerja menyelesaikan
perselisihan kepentingan dan perselisihan pemiutusan hubungan kerja.

Daftar konsiliator untuk satu wilayah kerja disediakan di kantor
Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Atas kesepakatan
para pihak yang berselisih pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja memilih

dan meminta konsiliator  dari daftar  konsiliator  setempat untuk
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menyelesaikan perselisihan mereka mengenai kepentingan atau PHK.*'

Sama halnya dengan mediator, konsiliator harus menghimpun informasi
vang diperlukan dalam 7 hari setelah menerima permintaan konsiliasi, dan paling
lambat pada hari kedelapan sudah memulai usaha konsiliasi. Paling lambat dalam
14 hari sesudah sidang konsiliasi pertama, kesepakatan pengusaha dan pekerja
sudah dirumuskan dalam Perjanjian Bersama, atau bila pihak yang berselisih tidak
mencapai kesepakatan, konsiliator sudah menyampaikan anjuran tertulis.
Pengusaha dan pekerja harus menyampaikan pernyataan menerima atau menolak
anjuran konsiliator paling iama dalam 14 hari. Bila kedua pihak menerima
anjuran. Perjanjian Bersama untuk itu diselesaikan dalam 5 havi. Bila pengusaha
atau pekerja menolak anjuran, pihak yang menolak menggugat pihak yang lain ke
Pengadilan PHI.

Secara keseluruhan, konsiliator harus menyelesaikan satn  kasus
perselisihan maksimum dalam 40 hari. Dalam proses konsiliasi, konsiliater dapat
memanggil saksi dan saksi ahli. Pemerintah membayar honorarium konsiliator,
serta biaya perjalanan dan akomodasi saksi dan saksi ahli.

4. Arbitrase oleh Arbiter
Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare (Latinj, arbitrage (Belanda

dan Perancis), arbitration (Inggris), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan

2 . g .
""Lalu Husni, Hubungan Kerja, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada,
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Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan
perselisihan pemutusan huburgan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila
tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

1. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan di bacakan dalam sidang

majelis hakim;

o

Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan
putusan.

Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan FHI pada Pengadilan Negeri
diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Kasasi. Untuk itu pada Mahkarnah
Agung dibentuk dan diangkat :

1. Hakim Agung,

3]

Hakim Agung Ad-Hoc. dan
3. Panitera.

Hakim Agung adalah hakim agung yang ditugaskan di Mahkamah Agung.
Hakim Agung ad-hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul serikat
pekerja dan asosiasi pengusaha melalui Mahkamah Agung dan Menteri. Sama
halnya dengan hakim ad-hoc, hakim agung ad-hoc dipilih untuk masa jabatan 5
tahun dan dapat diperpanjang maksimum satu periode. Hakim agung ad-hoc tidak
boleh merangkap jabatan sebagai anggota Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara,
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Cara penyelesaian perselisthan lembaga industrial melalui Pengadilan
Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan adalah dengan
adanya gugatan pekerja/serikat pekerja. Gugatan perselisihan hubungan
industrial dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN
vang daerah hukumnya melipnti tempat pekerja/buruh bekerja. Guaatan
tersebut dapat digjukan setelah cara penyelesaian di tuar pengadilan {out of
court) seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase tidak menyelesaikan
perselisihan industrial.

2. Hambatan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada
Pengadiian Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan
adalah perkara yang didominasi oleh perkara pemutusan hubungan kerja
secara sepihak. Keadaan ini disebabkan sulitnya pekerja sebagai pihak
yang berpekara mengajukan pembuktian apabila mengajukan sengketa ke

Pengadilan Industrial di luar sengketa pemutusan hubungan kerja.

B. Saran

lyNFeRpdeTRSIVISD RGN AGlan hendaknya dapat menghilangkan pelaksanaan
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